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ABSTRAK

PELAKSANAAN WASIAT SECARA LISAN
DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS MENURUT
KOMPILASI HUKUM ISLAM

Wasiat secara lisan contoh bentuk pengalihan hak selain pewarisan yang sering
menimbulkan permasalahan dalam masyarakat. Faktor yang sering muncul karena
rasa tidak puas sebagai ahli waris terhadap pembagian warisan yang telah
diterima. Terdapat beberapa ketentuan yang mengatur tentang wasiat secara lisan,
salah satunya Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan Instruksi Presiden
Nomor 1 Tahun 1991. Permasalahan dalam penulisan ini pertama, kedudukan
hukum terhadap wasiat secara lisan dalam pembagian harta waris menurut KHI,
kedua, pelaksanaan terhadap wasiat secara lisan dalam pembagian harta waris
menurut KHI, dan ketiga, akibat hukum dari wasiat secara lisan dalam pembagian
harta waris menurut KHI.

Penulisan ini berbasis normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan
masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Data yang
digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan
hukum tersier, kemudian analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif.

Temuan dari penelitian yaitu: pertama, kedudukan hukum wasiat secara lisan
dalam pembagian harta waris menurut KHI memiliki kepastian hukum dalam
aturan wasiat yang diakui hukum positif. Kedua, pelaksanaan terhadap wasiat
secara lisan dalam pembagian harta waris menurut KHI harus memenuhi syarat-
syarat yang terdapat pada Pasal 194 dan Pasal 195 KHI. Ketiga, akibat hukum
dari wasiat secara lisan dalam pembagian harta waris menurut KHI dapat menjadi
sah bila syarat-syaratnya terpenuhi dan sebaliknya menjadi tidak sah apabila
syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, kemudian akibat lain seperti batalnya wasiat,
pencabutan wasiat, dan larangan wasiat apabila terjadi hal-hal yang dilarang
dalam pelaksanaan pewasiatan.

Konklusi penulisan ini sebagai rujukan legalitas pemahaman terhadap perbedaan
waris dan wasiat, pemberi dan penerima wasiat tidak keliru terhadap peristiwa
hukum yang berbeda tersebut. Diharapkan kedepannya ketika penyerahan dan
penerimaan wasiat harus sesuai ketentuan hukum nasional yang berlaku, sehingga
kepastian dan kemanfaatan dari wasiat yang dijalankan tidak menimbulkan
konflik yang berkepanjangan terhadap sesama manusia.

Kata Kunci: Wasiat Secara Lisan, Harta Waris, Kompilasi Hukum Islam
(KHI)



BAB |
LATAR BELAKANG

A. Pendahuluan

Hukum kewarisan bilateral sesuai dengan landasan yang terdapat dalam
Pancasila dan UUD 1945 terutama Pasal 27 dan Pasal 29. Hukum Kewarisan Nasional
haruslah berjiwakan pada agama, berperikemanusiaan, berbudi luhur kebangsaan,
demokrasi dan anti feodal. ' Pemahaman terkait pewarisan sehubungan dengan
kepastian hukum kebendaan yang terjadi proses pemindahaln hak kepemilikan antara
seseorang kepada orang terdekatnya.

Sistem pemindahan hak kepemilikan salah satunya menggunakan prinsip yaitu
antaradhin (suka sama suka). Prinsip ini mengandung makna bahwa pemindahan hak
atas harta dilakukan secara suka rela melalui proses jual beli, kewarisan, hibah, wakaf,

sedekah, infak, zakat, pinjam meminjam, hutang piutang, gadai, atau sewa menyewa.?

Salah satu bentuk pengalihan hak selain pewarisan adalah wasiat, yaitu
pemberian seseorang kepada orang lain, baik berupa benda, piutang, maupun manfaat
untuk dimiliki oleh penerima wasiat sebagai pemberian yang berlaku setelah wafatnya

orang yang berwasiat.

Tidak sedikit kasus yang terjadi dimasyarakat dimana orang tua telah
membagikan harta peninggalan kepada anak-anaknya dengan tujuan agar tidak terjadi
perselisihan pada kemudian hari setelah mereka meninggal dunia.Namun, terkadang

akan timbul rasa ketidakadilan atas harta yang diperoleh oleh masing-masing anak dari

! Hazairin dalam, Moh. Mukri, IAIN Raden Intan Lampung, Dinamika Pemikiran Fikih Mazhab
Indonesia (Perspektif Sejarah Sosial), Analisis, Volume XI, Nomor 2, Desember 2011, him. 200
https://scholar.google.co.id/citations?hl=id&user=RIPfRN8AAAAJ&btnA=1

2 Mohammad Rusfi, Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta,
Fakultas Syari’ah Universitas Negeri Raden Intan Lampung, him. 256
http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1864/1519

3Mardani, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, 2014, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, him.

107.


http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1864/1519

pewaris tersebut dan terjadi penuntutan untuk membagi harta peninggalan tersebut

dengan bagian sama rata.

Dalam praktiknya dewasa ini, sering kali terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki
terkait pelaksanaan wasiat secara lisan dalam hal kepastian hukum terhadap
kepemilikan dari harta yang diwasiatkan secara lisan tersebut.Walaupun dalam
pandangan hukum Islam wasiat mempunyai kedudukan yang penting dan selalu dapat
didahulukan pelaksanaannya, tidak menutup kemungkinan adanya masalah atau
sengketa yang timbul dari pihak penerima wasiat ataupun ahli waris dari si pemberi

warisan.

Wasiat telah sah apabila telah disampaikan oleh seseorang, meskipun hanya
secara lisan tanpa disertai tulisan karena hukum dasar pewasiatan memang dengan

lisan.*

Tidak sedikit pihak yang menganggap wasiat secara lisan tidak cukup
memberikan kepastian hukum dikarenakan tidak dilengkapi dengan keberadaan
dokumen tertulis yang bersifat otentik dan lebih memberikan kepastian hukum.Dalam
perkara gugatan waris yang pembagiannya berdasarkan wasiat secara lisan, tidak
sedikit para penerima wasiat secara lisan yang akhirnya kehilangan haknya disebabkan
tidak dipenuhinya syarat-syarat pelaksanaan dari wasiat secara lisan tersebut.
Sedangkan bila dilihat pada ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), wasiat
yang dilakukan secara lisan merupakan suatu perbuatan hukum yang sah apabila
dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dan memberikan jaminan kepastian
hukum bagi pihak yang berhak atas hal tersebut terutama ahli waris dari pemberi

wasiat.’

Berdasarkan dari uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji
lebih dalam mengenai masalah tentang wasiat secara lisan dalam pembagian harta
waris serta pelaksanaannya agar tidak menimbulkan suatu sengketa bagi para pihak

yang terkait dengan adanya wasiat yang dilakukan secara lisan tersebut. Dengan judul

*Ahmad Bisyri Syakur, Panduan Lengkap Mudah Memahami Hukum Waris Islam Dilengkapi
Hibah dan Wasiat, Jakarta : Visimedia Pustaka, 2015, hlm. 95.
Shttp://fh.unram.ac.id, Diakses pada tanggal 21-09-15, Pukul 20.22 WIB.



http://fh.unram.ac.id/

“PELAKSANAAN WASIAT SECARA LISAN DALAM PEMBAGIAN HARTA
WARIS MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM”.

B. Rumusan Masalah
Permasalahan/Isu hukum yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu:

A. Bagaimanakah kedudukan hukum terhadap wasiat secara lisan dalam pembagian

harta waris menurut KHI?

B. Bagaimanakah pelaksanaan wasiat secara lisan dalam pembagian harta waris

menurut KHI?

C. Bagaimanakah akibat hukum dari wasiat secara lisan dalam pembagian harta waris

menurut KHI ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi problem sosial, khususnya yang berkaitan
dengan pihak yang menganggap wasiat secara lisan tidak cukup memberikan kepastian
hukum dikarenakan tidak dilengkapi dengan keberadaan dokumen tertulis yang

bersifat otentik dan lebih memberikan kepastian hukum.

D. Urgensi Penelitian

Adapun urgensi penelitian ini adalah sebagai landasan di dalam membuat kebijakan-
kebijakan dalam upaya mengatasi perwasiatan sehingga tidak mencegah semakin
meningkatnya perkara diperadilan untuk praktisi, akamdemisi dan masyarakat di Kota

Bandar Lampung.



BAB I
TINJAUAN PUSTAKA

A. Dasar Hukum Wasiat

Dasar hukum wasiat ialah Al-Qur’an surat Q.S. 2 (Al-Bagarah) : 180 dan
Q.S. 5 Al-Maidah : 106, ialah:

Al-Qur’an surat Al-Bagarah ayat 180 :

Artinya : “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu
kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak
berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma’ruf, (inilah)

kewabjiban atas orang yang bertaqwa”.
Al-Qur’an surat Al-Maidah ayat 106 :

Artinya :Wahai orang-orang yang beriman! Apabila salah seorang (di
antara) kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka
hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu,
atau dua orang yang berlainan (agama) dengan kamu. Jika kamu dalam
perjalanan di bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu
tahan kedua saksi itu setelah salat, agar keduanya bersumpah dengan nama
Allah jika kamu ragu-ragu, "Demi Allah kami tidak akan mengambil
keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia karib kerabat, dan kami tidak
menyembunyikan kesaksian Allah; sesungguhnya jika demikian tentu kami

termasuk orang-orang yang berdosa."

Wasiat artinya pesan dari orang yang hidup kepada orang lain yang hidup

tentang sesuatu yang harus dilaksanakan olehnya setelah pemberi pesan itu



meninggal dunia. Wasiat telah sah disampaikan oleh seseorang, meskipun hanya

secara lisan tanpa tulisan karena hukum dasar perwasiatan memang dengan lisan.®

Kedudukan pelaksanaan wasiat lisan ini sebagaimana implementasi
ijtihadiyah al-maslahah al-mursalah terhadap ketentuan hukum Islam yang belum
secara rinci mengatur pembagian wasiat lisan dalam peristiwa harta waris. Dari
segi bahasa, kata al-maslahah adalah seperti lafaz al-manfa’at , baik artinya
maupun wazan-nya (timbangan kata), yaitu kalimat masdar yang sama artinya
dengan kalimat al-salah seperti halnya lafaz al-manfa’at sama artinya dengan al-
naf’u. Bisa juga dikatakan bahwa al-maslahah itu merupakan bentuk tunggal dari
kata al-masalih. Sedangkan arti dari manfa’at sebagaimana yang dimaksudkan
oleh pembuat hukum syara’ (Allah SWT) yaitu sifat menjaga agama, jiwa, akal,
keturunan, dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara Pencipta dan
makhlukNya.’

Prof. Dr. Rachmat Syafe’i dalam bukunya yang berjudul ,Ilmu Ushul Figh®
menjelaskan arti maslaah al-mursalah secara lebih luas, yang ringaksnya
merupakan suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau
untuk menyatakan suatu manfaat maka kejadian tersebut dinamakan maslahah al-
mursalah. Tujuan utama maslahah al-mursalah adalah kemaslahatan, yakni

memelihara dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatannya.

Keberlakukan hukum wasiat secara lisan diatur pada Kompilasi Hukum
Islam Pasal 195 ayat (1) Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi,
atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris. Berdasarkan
ketentuan tersebut secara hukum memberikan kepastian bagi berlakunya wasiat

secara lisan

kedudukan hukum wasiat secara lisan dalam Kompilasi Hukum Islam yang

memiliki kepastian hukum ditunjukkan dengan tercantum peraturan-peraturan

® Ahmad Bisyri Syakur, Panduan Lengkap Mudah Memahami Hukum Waris Islam
Dilengkapi Hibah dan Wasiat. Jakarta :VisimediaPustaka, 2015, him. 95

" http://digilib.uinsby.ac.id/13226/5/Bab%202.pdf

8 Rachmat Syafe’i, Ilmu Ushul Figh (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), him. 117.
Dikutip dalam http://digilib.uinsby.ac.id/13226/5/Bab%202.pdf



yang mengatur mengenai wasiat. Subtansi yang diatur adalah subjek, objek, serta
pelaksaan dari wasiat secara lisan tersebut. Pengaturan tersebut diharapkan dapat
menjadi pedoman bagi para pewasiat dan penerima wasiat agar dapat memenuhi
syarat-syarat yang telah terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya
mengenai wasiat secara lisan yang hanya ditemukan pengaturannya dalam

Kompilasi Hukum Islam.
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METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian
normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian
perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan

hukum tertentu.

Di dalam penelitian dilakukan pengkajian terhadap bahan-bahan hukum primer
dan bahan hukum sekunder, sepanjang bahan-bahan tersebut mengandung kaedah
hukum di dalam penelitian ini, sehingga penelitian ini dapat menghasilkan

relatifitas antara peraturan, teori, dan pelaksanaan perwasiatan oleh masyarakat.

Tipe penelitian yang akan dilakukan bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang
menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta
yuridis yang kemudian diperjelas dari keseluruhan data yang akan diperoleh dari

penelitian.
Pengolahan data dilakukan dengan cara:

a. Seleksi data yaitu melakukan pemeriksaan dan penelitian kembali terhadap
data yang diperoleh mengenai kelengkapan, kejelasan, dan hubungannya
dengan permasalahan.

b. Klasifikasi data yaitu mengelompokkan data yang telah diseleksi menurut
pokok bahasan yang telah ditetapkan sebelumnya serta disesuaikan
dengankerangka pikir sehingga diperoleh gambaran yang logis tentang
pemahaman masalah.

c. Penyusun data yaitu menempatkan data yang telah diperoleh pada setiap
pokok bahasan dengan menyusun secara sistematis sehingga mempermudah

dalam pengolahan dan analisis data.



d. Pemeriksaan data (editing), yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul
sudah lengkap, benar dan sesuai dengan masalah.

e. Rekonstruksi data (reconstructing), yaitu menyusun ulang data secara teratur,
berurutan, dan logis sehingga mempermudah untuk dipahami dan
diinterpretasikan.

f. Sistemasi data (systematizing), yaitu menetapkan data menurut kerangka
sistematika bahan berdasarkan urutan masalah.

Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif,
yaitu penelitian yang mengacup ada norma hukum yang terdapat dalam peraturan
perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam
masyarakat. ® Analisis secara kualitatif juga menguraikan data secara bermutu
dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif
sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, kemudian
ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban
dari permasalahan yang dibahas'® yaitu, kedudukan hukum wasiat dalam waris,

pelaksanaan wasiat lisan, akibat hukum setelah peristiwa wasiat.

B. Diagram Alur Penelitian

Hukum Keluarga

1y

Peristiwa Pewarisan Peristiwa Perwasiatan

A

Kedudukan Hukum
Wasiat Lisan dalam
Mewaris

Pelaksanaan Wasiat /d\ L,\, Akibat Hukum

® Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, SinarGrafika, Jakarta, 2011, him. 105.
O Abdulkadir Muhammad,HukumPerdata Indonesia, Pt.CitraAdityaBakti, Bandung,2010,
him. 127.



Berdasarkan bagan singkat tersebut akan menguraikan pembahasan penelitian
diawali dari inventaris bahan hukum dan disusun sedemikian rupa dengan metode
penelitian normatif (mengumpulkan bahan-bahan hukum yang ada), selain itu
tidak hanya bahan hukum yang bersifat stagnan normatif/membaca aturan saja,
tetapi dikaitkan dengan data lapangan yang ada yang bisa diakses bebas di intansi
terkait Putusan Pengadilan, Naskah Akademik, dan Hasil Kajian Artikel Ilmiah
topik berkenaan dengan peristiwa mewaris dan perwasiatan , dan tentunya dilihat
dari proses yang sudah terjadi saat ini, yang pada akhirnya dikerucutkan menjadi
isu hukum/rumusan masalah yang menjelaskan hasil analisa terjadinya peristiwa

wasiat lisan dan akibat hukum yang terjadi.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Wasiat Lisan

Kedudukan pelaksanaan wasiat lisan ini sebagaimana implementasi
ijtihadiyah almaslahah al-mursalah terhadap ketentuan hukum Islam yang belum
secara rinci mengatur pembagian wasiat lisan dalam peristiwa harta waris. Dari
segi bahasa, kata al-maslahah adalah seperti lafaz al-manfa’at , baik artinya
maupun wazan-nya (timbangan kata), yaitu kalimat masdar yang sama artinya
dengan kalimat al-salah seperti halnya lafaz al-manfa’at sama artinya dengan al-
naf’u. Bisa juga dikatakan bahwa al-maslahah itu merupakan bentuk tunggal dari
kata al-masalih. Sedangkan arti dari manfa’at sebagaimana yang dimaksudkan
oleh pembuat hukum syara’ (Allah SWT) yaitu sifat menjaga agama, jiwa, akal,
keturunan, dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara Pencipta dan
makhlukNya.

Prof. DR. Rachmat Syafe’i dalam bukunya yang berjudul ,Ilmu Ushul Figh
menjelaskan arti maslaah al-mursalah secara lebih luas, yang ringaksnya
merupakan suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau
untuk menyatakan suatu manfaat maka kejadian tersebut dinamakan maslahah al-
mursalah. Tujuan utama maslahah al-mursalah adalah kemaslahatan, yakni

memelihara dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatannya.

Keberlakukan hukum wasiat secara lisan diatur pada Kompilasi Hukum Islam
Pasal 195 ayat (1) Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau
tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris. Berdasarkan ketentuan
tersebut secara hukum memberikan kepastian bagi berlakunya wasiat secara lisan
kedudukan hukum wasiat secara lisan dalam Kompilasi Hukum Islam yang
memiliki kepastian hukum ditunjukkan dengan tercantum peraturan-peraturan
yang mengatur mengenai wasiat. Subtansi yang diatur adalah subjek, objek, serta

pelaksaan dari wasiat secara lisan tersebut. Pengaturan tersebut diharapkan dapat
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menjadi pedoman bagi para pewasiat dan penerima wasiat agar dapat memenuhi
syarat-syarat yang telah terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya
mengenai wasiat secara lisan yang hanya ditemukan pengaturannya dalam

Kompilasi Hukum Islam.
B. Pelaksanaan Wasiat Lisan dalam Pembagian Harta Waris

Kompilasi Hukum Islam Indonesia khususnya dalam ketentuan yang terdapat
dalam Buku Il Bab V Pasal 194 dan 195 menyebutkan persyaratan-persyaratan
yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pewasiatan tersebut adalah sebagai
berikut:

1. Pewasiat harus orang yang telah berumur 21 tahun, berakal sehat, dan
didasarkan kepada kesukarelaannya.

2. Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak si pewasiat.

3. Peralihan hak terhadap barang/benda yang diwasiatkan adalah setelah si

pewasiat meninggal dunia.

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pewasiatan

tersebut
adalah sebagai berikut :

1. Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis

dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris.

2. Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan
kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.

3. Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.

4. Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di
hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi di hadapan

Notaris.
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Adapun rukun dalam pelaksanaan wasiat, yaitu :
Rukun (unsur) wasiat, yaitu :

a) Pewasiat (al-Munshi)

b) Penerima wasiat

c) Harta yang diwasiatkan, yaitu :

d) Redaksi (Sighat) Wasiat.

C. Akibat Hukum Wasiat Lisan

Apabila wasiat secara lisan tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang
sesuai, dan kedepannya ada pihak yang keberatan terhadap wasiat secara lisan
tersebut kemudian ia mengajukan gugatan ke pengadilan maka si penerima wasiat
dapat kehilangan haknya. Dan apabila salah satu unsur persyaratan tidak terpenuhi

maka akibat hokum dari wasiat secara lisan itu adalah tidak sah.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

Wasiat secara lisan dalam pembagian harta waris telah memberikan
kepastian hokum pelaksanaannya sesuai dengan hukum dan syarat-syarat yang
diatur dalam KHI, serta sesuai dengan ijtihadyah dengan metode ijtihad Al-
Maslahah Al Mursalah. Berdasarkan ketentuan tersebut secara hukum
memberikan kepastian bagi berlakunya wasiat secara lisan kedudukan hukum
wasiat secara lisan dalam Kompilasi Hukum Islam yang memiliki kepastian
hukum ditunjukkan dengan tercantum peraturanperaturan yang mengatur
mengenai wasiat.Subtansi yang diatur adalah subjek, objek, serta pelaksanaan
dari wasiat secara lisan tersebut. Pengaturan tersebut diharapkan dapat menjadi
pedoman bagi para pewasiat dan penerima wasiat agar dapat memenuhi syarat-
syarat yang telah terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya mengenai
wasiat secara lisan yang hanya ditemukan pengaturannya dalam Kompilasi

Hukum Islam.
B. Saran

Berdasarkan keempat macam wasiat yang telah dijelaskan hanya wasiat
umum saja yang merupakan akta otentik, sisanya merupakan surat di bawah
tangan. Walaupun sudah ternyata dengan jelas tentang ragam dokumen wasiat
yang diakui dalam Hukum Waris di Indonesia, namun sayangnya kenyataan di
masyarakat masih sering mempertanyakan tentang “Amanah Lisan”, “Surat
Wasiat Lisan di Hadapan Saksi” atau “Wasiat Tertulis yang Tidak Dibubuhi
Tandatangan”. Hal ini cukup disayangkan, melihat pengaturan tentang wasiat

sudah eksis sejak sebelum Indonesia merdeka.

Orang yang berwasiat atau sebagaimana disebutkan di atas sebagai mushi,
disyaratkan harus mempunyai kompetensi (kecakapan) yang sah menurut hukum.

Mengacu pada Pasal 194 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam atau KHI, dinyatakan
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ada sekurang-kurangnya dua syarat kumulatif agar seseorang dapat mewasiatkan
harta bendanya. Yang pertama, orang tersebut telah berumur, sekurang-kurangnya
21 tahun dan yang kedua, dia berakal sehat. Syarat yang lainnya adalah dia
membuat wasiat tanpa adanya paksaan dari orang lain. Dan tentunya diusahakan
wasiat disusun secara tertulis, bahkan di otentikan sehingga memudahkan proses

hukum apabila terjadi permasalahan yang berujung ke ranah pengadilan.



Uraian Dasar Pelaksanaan Kegiatan:

ROAD MAP KEGIATAN

Bulan Ke I dan I1

Bulan Ke III dan IV

Bulan Ke V dan VI

Penyusunan
Proposal

Pengumpulan
Bahan Hukum

Lapangan

Turun Lapangan
/FGD

L

Pengumpulan Data

Publikasi

Penyusunan
Laporan
I Kegiatan

-'------

|
|

—+-
i

1. Penyesuaian Format
Pengajuan Proposal;

2. Menginventarisir
Bahan Hukum yang
sesuai dengan
permasalahan yang
dibahas berkenaan
Perwasiatan.

1. Mengumpulkan
informasi/data lapangan
berkenaan permasalahan
yang diuraikan;

2. Sharing/Diskusi dengan
masyarakat/pihak
berkompeten terhadap
permasalahan wasiat
untuk diakomodir
penyelesaiannya.

1. Hasil kegiatan
dibukukan dalam bentuk

laporan kegiatan dan
keuangan disertai
dokumentasi dan bukti
nota pengeluaran biaya;

2. Meningkatkan
publikasi kampus dan
dosen dengan menyusun
artikel ilmiah yang
dipublikasikan/dipresenta
sikan di konferensi
nasional/internasional.
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